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BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL VERIFIKASI/DESK RANCANGAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024 - 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas Bulan Desember tahun dua ribu dua
puluh dua felah diselenggarakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026
bertempat di Sapphire City Park (SACIPA) yang dihadiri oleh para Perangkat
Daerah.

Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil diskusi rancangan Renstra Perangkat

Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-
2026, maka :

MENYEPAKATI

L. Tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja,
target kinerja serta kerangka pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran berita acara ini.

2. Hasil verifikasi/desk rancangan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 yang telah disempurnakan agar
disampaikan ke BAPPPPEDA pada hari Jum’at tanggal 23 Desember 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Mewakili peserta Verifikasi/ Desk Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Perangksi Doprdh | Tanda Tim Verifikasi Bidang
Bappppeda
1. Yosep Dede 1. Robi Gustiwan, S.Sos
S.,8.8.,M.Si, -

2. Jaka Purbaya S.N.,
5.50s

SE.,M.Si
Val
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. TUJUAN

TUJUAN RPD

TUJUAN PADA PERANGKAT DAERAH
(SASARAN RPD)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang
Invatif dan Kolaboratif

Il. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Daerah

| Target Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja
Indikator Tujuan pada RPD Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Perangkat
Kinerja Perangkat Tujuan pada Daerah
Tujuan pada | Kondisi Awal Kondisi Daerah Perangkat Kaondisi Kondisi
RPD (2022 dan | Akhir (2026) (sasaran Daerah Akhir
2023) RFD) (Indikator (2024) (2024)
Sasaran RPD)
Nilai BB (76) dan A A (86) Meningkatnya | Nilai SAKIP A (82) A (82)
SAKIP (80) Akuntabilitas Kabupaten
Kabupaten | Kinerja dan
Keuangan
Pemerintahan
| Daerah
Nilai LPPD | 340 dan 3,865 3,80 Meningkatnya | Nilai LFPD 3,78
Kabupaten Akuntabilitas | Kabupaten
Kinerja dan ! .
Keuangan : |
Pemerintahan '
I _ |Daemn | I B
lll. SASARAN
Tujuan PD Indikator Kinerja Tujuan PD |

(Sasaran pada RPD)

(Indikator Sasaran pada RPD)

Sasaran Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Daerah

Nilai SAKIP Kabupaten

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Daerah

_Niiai LPPD Kabupaten

Daerah

Kapabilitas Internal Perangkat

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran Perangkat Daerah

Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangaﬁ dan Aset

Indikator Kinerja Sasaran
Perangkat Daerah

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

—I'v_leningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal

Zona Integritas Perangkat Daerah

V1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)

Indikator Kinerja Sasaran PD (IKU)
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Formulasi

Target

Hasil Opini BPK

WTP




VIl. FORMULAS| PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH
. a Data Capaian Target Kinerja pada
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Awal Tahun Kondisi
Cara Pengukuran/Formulasi Perencanaan ) | Akhir
Tahun Tahun
_ 2022 2023 2024 2025 | 2026
1 Program Pengelolaan '
Keuangan Daerah
Koardinasi dan Ketepatan Waktu Proses | fesesuaian Tahapan Proses Tepat | Tepat | Tepat Tepat | Tepat Tepat
Penyusunan Rencana L —————— Penganggaran dengan Peraturan Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Walktu
Anggaran Daerah gangag Perundang-Undangan
: y Persentase Realisasi Realisasi Penyerapan
Koordinasi dan ,
' Pengelolaan E:;‘a"n"j;aﬁg':h;]"agpgara“ Anggaran Belanja x 100% | 91,18% - 97% 98% 99% 99%
| Perbendaharaan Dasrah Rencana Anggaran Kas Rencana Anggaran Kas
SKPD dan SKPKD yang
Koardinasl din Menyampaikan Laporan
Pelaksanaan Akuntansi Persentase Ketepatan Ei?iig?ri SaBulan x 100% 98% ) 98% 100% 100% 100%
dan Pelaporan Keuangan | Penyampaian LKPD y y y 4 .
Bidmian Jumlah SKPD dan
SKPKD
> Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah |
SKPD yang
| Prosentase Keakuratan ?;;yagaac:ksanlé_ﬁporan
Penatausahaan Aset 99 u x 100% | 98,19% 2 91% 93% 95% 95%

{(Materialitas)

Berikutnya

Jumlah SKPD




Format Verifikasi dan Pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026

UARNE@AN DAN ASET D
Perangkat Daerah: %OAM‘CE’ .......... o AS%%H

A. DATA PENDUKUNG DOKUMEN

1. | Berita Acara hasil Kesepakatan Forum PD | : ada Tidak ada Ket
2. | Form.E.68. Pengendalian dan Evaluasi - ada Tidak ada
terhadap Kebijakan
3. | Hasil Reviu APIP, Inspektorat Daerah : ada Tidak ada
4. | Rancangan Perbub tentang Renstra PD : ada Tidak ada
Tahun2024-2026 .

B. SISTEMATIKA DOKUMEN

Hasil Pencermatan Tim Verifikasi

Kesesuaian
ada | Tidak | Tindaklanjut
S (| _ada

Sistematika Perubahan Uraian
Renstra PD (Sub Bab)

") @ @ | W 5)

BAB | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang Mengemukakan  secara ringkas  pengertian
Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra
Perangkat Daerah  dalam  penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses dilakukannya
penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah,
keterkaitan Renstra Perangkat Daerah  dengan
RPIMD, Renstra  K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja
Perangkat Daerah.

1.2 | Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan
peraturan baru serta ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas /
‘ dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta Vv
‘ pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 | Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
| dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat | '\
l Daerah

1.4 | Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan V/
Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan
garis besar isi dokumen,

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 | Tugas, Fungsi, dan | Memuat penjelasan umum tentang dasar 2acto
Struktur Organisasi | pembentukan Perangkat Daerah, struktur
Perangkat Daerah organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas

' dan fungsisampai dengan satu eselon dibawzh
kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur
organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan
tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme)

2.2 | Sumber Daya | Memuat penjelasan ringkas tentang macam
| Perangkat Daerah sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam |
| menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber




! Hasil Pencermatan Tim Verifikasi

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada
lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.

| Sistematika Perubahan Uraian :Iesesm::’ank it
Renstra PD (Sub Bab) ol o L
ada
[ (1 (2) | (3) “4) | (5)
! daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang | |
masih operasional. |
23 | Kinerja Pelayanan | Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat rrale g
Perangkat Daerah Daerah berdasarkan sasaran/target  Renstra | D lca { » !
Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut | | Dewiar Lratan
SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja / | T
pelayanan Perangkat Daerahdan/atau indikator i il 1
lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah |
diratifikasi oleh pemerintah
24 | Tantangan dan | mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L i |
Peluang dan  Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota |
Pengembangan (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah : |
Pelayanan Perangkat | provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan
Daerah | terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS :

Dapat beberapa subbab 1aihn).;a' sesuai_::lengan
kondisi, seperti:

Catatan

1.Mitra PD dalam pemberian pelayanan
{apabila ada), contoh: FPolsek, Koramil,
merupakan mitra PD Kecamatan;

2.Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
PD (apabila ada), contoh: PDAM  sebagai
unsur BUMD vyang sering membantu
Dinas PU/S Perkim: dan

| 3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung

‘ jawab PD [apabila ada).

BAB Ill: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tata Ruang Wilayah | dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah
dan Kajlan | yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Lingkungan Hidup | Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan
Strategis | KLHS.

EA Identifikasi permasalahan-permasalahan  pelayanan Perangkat
Permasalahan | Daerah  beserta faktor-faktor yang
Berdasarkan Tuga; ' mempengaruhinya. Identifikasipermasalahan /
dain - didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35
Pelayanan Perangkat
Daerah |

3.2 | Telaahan Renstra K/L | mengemukakan apa saja 3actor-faktor
dan Renstra penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat \/
Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah

| Renstra  K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah ,
| provinsi/kabupaten/kota. '

3.3 | Telaahan Rencana | dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat




Hasil Pencermatan Tim Verifikasi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari;

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah,
dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu
strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis
tersebut

v

. . Ursian Kesasualan
Sistematika Perubahan ads | Tidak Tindaklaniut
Renstra PD (Sub Bab) J
= _ ada
(1 () B | @ 5) N
34 | Penentuan  Isu-isu | direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Strategis Perangkat Daerah  yang  mempengaruhi

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran penentuannya didasarkan pada

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

41 | Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah | RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 atau
Perangkat Daerah Norma, standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yvang
ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan
daerah
4.2 | Cascading Kinerja PD

Mulai dari Tujuan, sasaran, outcome, dan outputse'r'té'
indikatornya masing - masing

Sefuailcan dqn
]
arnhan ferbend

Dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dalam tiga tahun mendatang, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

PD Tahun 2024 - 2026.

6.1

BAB V! : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Wogram
dan sub
serta

Rencana
kegiatan
kegiatan,
Pendanaan
Perangkat Daerah

paling sedikit menguraikan program,
kegiatan, subkegiatan beserta kinerja,
indikataor, target, dan pagunya
inomenklatur program, kegiatan, dan
subkegiatan mengacu pada peraturan
menteri dalam negeri yang mengatur
terkait dengan nomenklatur

program/kegiatan/subkegiatan dan

pemutakhirannya)

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU)

Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerinatahan daerah
Tahun 2024 - 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) . IKK beserta targetnya
dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah

BAB VIl : PENUTUP

Tim Verifikasi,




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT karena atas berkat serta
rahmatnya kami telah menyelesaikan penyusunan rancangan akhir Rencana Strateqis
(Renstra) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
Renstra merupakan acuan bagi BKAD Kab. Sumedang untuk melaksanakan program dan
kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung
pembangunan Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan
bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut
sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta
memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKAD Kab. Sumedang dan berfokus pada upaya
pencapaian target-target RPD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026. Di samping itu, pencapaian
target harus memperhatikan pula target-target nasional dan target provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga rancangan akhir Renstra BKAD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026
dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD Kab. Sumedang.

Sumedang, 28 Mei 2023
ﬂ]Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerahi_,
Kabupaten Sumedang,

Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.

Pembina TK I/IVb
NIP 19690315 199901 2 001

Hal i



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT karena atas berkat serta
rahmatnya kami telah menyelesaikan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis
(Renstra) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
Renstra merupakan acuan bagi BKAD Kab. Sumedang untuk melaksanakan program dan
kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung
pembangunan Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan
bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut
sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta
memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKAD Kab. Sumedang dan berfokus pada upaya
pencapaian target-target RPD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026. Di samping itu, pencapaian
target harus memperhatikan pula target-target nasional dan target provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga rancangan akhir Renstra BKAD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026
dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD Kab. Sumedang.

Sumedang, 28 Mei 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,

O,

ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.
Pembina TK I/IVb

NIP 19690315 199901 2 001

Hal i
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat
yang pada tahun 2023 masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir. Berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa
Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026,
serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala
Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD
mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah
satunya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Makna yang tersirat di dalamnya untuk memberi kewenangan yang luas dan
nyata serta tanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya operasional sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi. Pemberdayaan daerah dalam rangka pengelolaan dan
pengembangan daerah diwujudkan dengan Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi
keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah
yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk itu pola pembangunan
yang harus dikembangkan di masa yang akan datang tidak hanya semata mengutamakan
tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melainkan untuk mewujudkan kehidupan
ekonomi yang demokratis. Kemajuan ekonomi periu didukung oleh kemampuan
mengembangkan potensi diri dengan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia.
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Untuk mewujudkan hal tersebut, diperiukan peningkatan peran pemerintah yang efektif
dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan di berbagai tingkat
guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang
kondusif dan berdaya saing serta terjaganya mekanisme pasar.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan
pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dani
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melaiui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang
ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.
Disamping itu, Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan
evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah. Renstra merupakan salah satu bentuk
perencanaan jangka menengah yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional,
sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan yang baik (Good
Govemance). Renstra dijadikan pedoman bagi unit organisasi dalam penentuan arah
kebijakan masa depan organisasi. Organisasi akan mampu mengevaluasi, memilih dan
mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk membiayai dan memberikan
pelayanan terhadap masyarakat.

Kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrument pertanggungjawaban, renstra merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah
merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global
serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai renstra:

1. Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok
yaitu “Apa yang akan diperbuat’. Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang
dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya,
suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas
bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas
untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan
organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta
menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.

2. Rencana Strategis adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu instrumen untuk
mendidik para staf dan pimpinan serta menawarkan metode untuk memformulasikan
dan mengimplementasikan keputusan strategis.

3. Rencana Strategis adalah sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin
unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan mempunyai

pengaruh positif terhadap masa depan organisasi secara konsisten dan rasional.
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4. Rencana Strategis adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan dimana kita
berada, kemana kita akan pergi dan bagaimana kita bisa sampai disana. Juga
merupakan proses yang mengarahkan untuk mengembangkan visi dalam
menggambarkan masa depan yang dikehendaki. la mengubah cara berpikir,
mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya sementara pelaksanaan
program berlangsung. Dengan kata lain Rencana Strategis berhubungan dengan
dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai
futurity of current decisions. la mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan
organisasi secara keseluruhan. la juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang
tidak dapat dikendalikan. Bahkan Rencana Strategis adalah falsafah, yaitu suatu sikap,
a way of life, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual.

5. Rencana Strategis dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan
untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi, kemudian
mengembangkan struktur, prosedur dan operasionalisasi serta pengendalian
organisasi sehingga dapat mencapai masa depan yang diinginkan.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang,
merupakan bagian integral dan saling berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 yang sifatnya
terbuka dan saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sifat terbuka
disini adalah dimaksudkan terbuka dalam menerima informasi baru serta terbuka dalam
menerima koreksi. Sementara itu, Rencana Strategis saling berhubungan dengan
dokumen perencanaan lainnya karena ada informasi penting yang selalu mengalir secara
terus menerus untuk membangkitkan kultur organisasi badan, guna meningkatkan
eksistensi badan dan mempertahankan keberlanjutan hidup dan fungsi badan itu sendiri.

Keterkaitan antara berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat
pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.1.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004

UL Sisrews Peacuianaan
Mowmboasgnecn Masioaal
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v Eenaazaa Megara

Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penjabaran RPJMD
dituangkan ke dalam RKPD, selanjutnya RKPD dituangkan ke dalam Kebijakan Umum
Anggaran dan PPAS sehingga setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD)
Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, seria cara pencapaian yang realistis
untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam penyusunan Renstra, Perangkat
Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPPPEDA dan
pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat
Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD’, dan ayat (2)
menyatakan bahwa "Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

m
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RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan
renstra perangkat daerah. Renstra perangkat daerah adalah suatu dokumen perencanaan
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun
sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan
perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen renstra merupakan
penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sumedang
2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana
pembangunan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur
pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah
dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tiga tahunan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan
dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 16 ayat (2) disusun
dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
Penyusunan rancangan;

s
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Dearah:
e. Perumusan rancangan akhir; dan

f

Penetapan

Adapun bagan alir penyusunan Renstra BKAD yang dimulai dari penyusunan
rancangan Renstra BKAD sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada
Gambar 1.1.2, sebagai berikut :
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Gambar 1.1.2
Proses Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Sumedang
Periode 2024-2026

RPJMD

RENSTRA PD

1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan menjadi acuan dan panduan pembangunan

Kabupaten Sumedang bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan

kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4250},

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tfentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
e e e R e T e e e s
Hal ©




4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68586);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

e SRy
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14.

18.

16.

17

18.

19,

20.

21.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664):;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5041},
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6633);

26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
108 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

28. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 91);

29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan
Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

31. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomaor 180);

32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem:;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
T T T T e L Al T L e T P o S e A B T T Tt L TR T e 0 T DT
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun
2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



45.

46.

47.

48,

49.

50.

51.

52.

53,

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 — 2023 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomeor...);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 Nomor 3);



54,

55.

56.

a7,

58.

59.

60.

61.

62.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28):

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang
Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);



63. Peraturan Bupali Bumedang Nomor 128 Tahur 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022
Nomor 128).

64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

65. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2023 Nomor 94).

1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1. Maksud
1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan renstra adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan
personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk
pencapaian tujuan organisasi;

2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang
akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja;

3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada
pelayanan umum secara terukur;

4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;

5. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan
Bab | Pendahuluan

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab Il Gambaran Pelayanan

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur

organisasi BKAD; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh BKAD dalam menjalankan
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1.5.

tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam
pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh BKAD.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKAD

2.2 Sumber Daya BKAD

2.3 Kinerja Pelayanan BKAD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD

Bab Il Permasalahan dan Isu-lsu Strategis BKAD Kabupaten Sumedang

Bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD; telaahan visi, misi, dan program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan
renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis:
serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD

3.2. Telaahan renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BKAD Provinsi Jawa
Barat

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.4. Penentuan lsu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan BKAD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan dan Indikator Kinerja, kelompok
sasaran pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKAD tiga tahun
mendatang.

Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD
ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang

mengacu tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIl PENUTUP

Keterkaitan Renstra dengan RPD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar
di bawah ini.
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Gambar 1.1.3

KETERKAITAN RESNTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

20 th
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DAERAH

LAINYA
51th 1th
RPJM Padoman W RAPBD | APBD
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BKAD ftidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumedang periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra BKAD akan menjadi
pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan BKAD dalam

dokumen Renja dan RKA.

Hal

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN BKAD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Keuangan dan Aset

Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian fungsi

penunjang urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan

Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1.
2,
3.

penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;

pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
keuangan,

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
bidang keuangan;

pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sumedang sebagaimana digambarkan pada bagan berikut ini:
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KEPALA BADAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG :
____________________________ SEKRETARIAT
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai
berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Anggaran, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
1. Sub Bidang Pelaporan;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Aset, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
2. Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
keuangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang
keuangan;
e. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas

Jabatan Struktural pada BKAD uraian tugas Jabatan Struktural adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelclaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a.

merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah;

merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa
petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;

mengendalikan kegiatan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang keuangan dan
aset daerah;

merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

g. mengendalikan penyelesaian permasalahan bidang keuangan dan aset daerah;

h. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang

keuangan dan aset daerah;

menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah;

mengoeordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban
pelaksanaan program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

Badan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- ® o0 TP

Sekretaris;

Kepala Bidang Anggaran;
Kepala Bidang Perbendaharaan;
Kepala Bidang Akuntansi
Kepala Bidang Aset;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan.

kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan

dan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris

adalah sebagai berikut:

a.

merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan
perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan;

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat
Badan;

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar
operasional prosedur pelayanan Badan dan pada lingkup sekretariat Badan;
merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
kesekretariatan;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah;

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan,
administrasi persuratan dan kearsipan;

merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan,
kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah;

merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan
keprotokolan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah:;

merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan
anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah:;

merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan
perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah;

merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup
Badan Keuangan dan Aset Daerah;

merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan

pengadaan barang/jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen

kepegawaian di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;

menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

s ]
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud,

Sekretaris dibantu oleh:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala

Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

menyelenggarakan dan mengendaliakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan
pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Anggaran;

melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis
dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Anggaran:

menyelenggarakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan
PPAS;

menyelenggarakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan
perubahan KUA dan PPAS:

menyelenggarakan koordinasi penyusunan RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD:
menyelenggarakan koordinasi penyusunan DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD:

menyelenggarakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

menyelenggarakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD:

menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD:

menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;

menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan
anggaran SKPD;

menyelenggarakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan:

menyelenggarakan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;

. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan:

menyelenggarakan penyediaan anggaran kas;
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menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;

menyelenggarakan dan mengendalikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Anggaran; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fugas pokok membantu Kepala

Badan Keuangan dan Aset Daerzh dalam melaksanakan kegiatan dibidang

perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala

Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas
dilingkup Bidang Perbendaharaan;

melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis

dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Perbendaharaan;
mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;

mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana ransfer lainnya;

mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum

daerah;
mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;

mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM,
pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji,
serta penerbitan SKPP;

mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas
daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan
penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat

pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah
sebagai optimalisasi kas;
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pP.

mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas seria
pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan

dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan
pertanggungjawaban (SPJ);

mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana
restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Perbendaharaan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan

b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala

Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

a.

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas
dilingkup Bidang Akuntansi;

menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk
teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Akuntansi;

menyelenggarakan pengoordinasian laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan Bagan Akun Standar:

menyelenggarakan pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan
kas daerah;

menyelenggarakan pengoordinasian pembukuan anggaran (skuntansi) pengeluaran
kas daerah;

menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

menyelenggarakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
pengoordinasian tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD:;

menyelenggarakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;




l.  menyelenggarakan pengoordinasian evaluasi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

m. menyelenggarakan penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD:

n. mengendalikan penyusunan kebijjakan dan panduan teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah kabupaten;

0. menyelenggarakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah kabupaten;

p. menyelenggarakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial:

g. menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah
kabupaten;

r. merumuskan pengendalian register pengesahan dan pengendalian keuangan
pemerintah daerah kabupaten;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Akuntansi; dan
t.  melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud,
Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :
a. Sub Bidang Pelaporan; dan
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan,

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Aset
Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang aset.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala
Bidang Aset adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas
dilingkup Bidang Aset;
b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis
dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Aset;
¢. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daersh pengadaan,
pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan:
d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan distribusi
barang milik daerah;

e. merumuskan status dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah:

B Y R e e e
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f. meneliti hasil penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca pemerintah
daerah kabupaten, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah:

g. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemanfaatan barang milik
daerah meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah
atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur;

h. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemindahtanganan barang
milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.

i. meneliti dokumen kelengkapan administratifffisik dan fasilitasi pelaksanaan
pemusnahan barang milik daerah;

J- meneliti dokumen kelengkapan administratifffisik dan fasilitasi pelaksanaan
penghapusan barang milik daerah;

k. merumuskan kebijakan teknis Standar Satuan Harga:;

|.  merumuskan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah:;
m. meneliti hasil pembukuan barang milik daerah;

n. meneliti dokumen inventarisasi barang milik daerah;

merumuskan laporan barang milik daerah;

melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;

o B o

melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;

o

merumuskan kebijakan teknis tentang pengamanan barang milik daerah yang

meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;

s. melaksanakan pengamanan bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa
sertifikat dan buku pemilik kendaraan bermotor,;

t. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah berupa

rumah negara;

u. memfasilitasi pelaksanaan tuntutan ganti rugi kelalaian, penyalahgunaan atau
pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah:

v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;

w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang aset; dan
X. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud,
Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

a. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
b. Subbidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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2.2. Sumber Daya
Sumber Daya Manusia

Sampai dengan awal tahun 2023, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 53 orang dengan rincian sebagai berikut :

2.21. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan tabel 2.1, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) yang berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 20
orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 16 orang, kelompok umur 41-45
sebanyak 15 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 3 orang, kelompok
umur 31-35 sebanyak 2 orang, dan kelompok umur 26-30 sebanyak 1

orang.
Tabel 2.1
Jumliah Pegawai Menurut Kelompok Umur
B S Usia (tahun) : :
No. Unit Kerja : - . : —— JUMLA
: : o 20-25 | 26-30 | 31-35 | 3640 | 4145 46-50 | =50 -_H
1 | Sekretariat 9 3 | 5 |8 17
| 2 | Bidang Anggaran 1| 1 3 3 | 2 10
. E!-édang__ . | .
3 Perbendaharaan 1 e 4 5 12
4 | Bidang Akuntansi 1 1 4 1 7
5 | Bidang Aset 3 4 4 11
TOTAL | 1 | 2 [ 3 [ 15| 16 [ 20| &7

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Berdasarkan tabel. 2.2 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah yang
menempati golongan |V sebanyak 8 orang (14,2%), pegawai yang
menempati golongan |ll sebanyak 38 orang (66,6%), dan pegawai yang
menempati golongan |l sebanyak 11 orang (19,2%) orang.
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No. U ItW-it mh i . Odmgn J H
0. ; n ava A o . ; !
i Y : Shele o SN O | gl v UMLA
1 | Sekretariat F § 8 2 17
| 2 | Bidang Anggaran _ ) 1 10
|_3  Bidang Perbendaharaan 2 9 1 12
4 | Bidang Akuntansi 8 1 7
5 | Bidang Aset _ 2 6 3 1
TOTAL | | 11 38 8 57 |
2.23. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan table 2.3 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Sumedang yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 17
orang (29,8%), S1 sebanyak 25 orang (43,8%), Diploma sebanyak 4 orang
(7,2%), dan lulusan SMA sebanyak 11 orang (19,2%). Pegawai Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didominasi oleh pegawai yang
berpendidikan S1. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara
umum tingkat pendidikan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) sudah memadai.
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
i | ___ Tingkat Pendidikan SR
il ek oll e T e GHEE e
| 1 | Sekretariat 6 1 6 i 4 17
2 | Bidang Anggaran 1 j 5 4 10
5 | Bidang 2 1 . 7 2 | 12
Perbendaharaan E i
4 | Bidang Akuntansi 1 5 3 3
5 | Bidang Aset 3 4 | a4 11
TOTAL 1 4 25 17 57
2.24. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi
adalah sebanyak 15 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi,
sehingga pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 15 orang
sebagaimana penjelasan dalam tabel 2.4.
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Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No. : Jebatan s r e Jumlah 1
1| Eselon Il ] 1
2 | Eselon i 5
3 | EselonV _ 9
4  Fungsional tertentu (- 4
5 | Pelaksana _ 38
Jumlah | 57 '
2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Sumedang berjenis kelamin perempuan berjumiah 28
orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumiah 29 orang. Dari data tersebut,
terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai
yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel
2.5 dibawah ini.
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
ez = : T 1 e T ! 1
| No. Unit Wilayah Je:s- K."’"Tf” -~ Jumiah
1 Sekretariat 5 12 17
2 | Bidang Anggaran 5 5 10
3 | Bidang Perbendaharaan 9 3 12
_ 4 Bidang Akuntansi 5 2 : 7
5 Bidang Aset 4 7 11
TOTAL 28 29 ¥ 4
2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan,
hampir seimbang yaitu jumlah perempuan 28 orang dan jumiah laki- laki
sebanyak 29 orang sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.
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Tabel 2.6
Jumiah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No. Unit Wilayah e | el Kemnin | o e
1 Eselon |l 1 -
- 2 | Eselon il 1 4 1
3 | Eselon IV 6 3 _
4 | Fungsional Tertentu 1 3 |
5 | Pelaksana (Staf) 16 22 '
“Jumlah o 28 29
2.2.7. Sarana dan Prasarana BKAD

Disamping Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana juga diperlukan
sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Adapun Jenis sarana dan
prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional
organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan
transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) khususnya dalam fungsi
teknis.

Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) diperkirakan sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja
organisasi. Secara umum, khususnya asset tetap mapun asset intangible
atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem
aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat
pada table 2.7 berikut ini.
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Tabel 2.7
Jumiah Aset/Modal
Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2022
No. | Jenis Aset/Modal Jﬂummh S @"‘;Lk -
ot : ara | e AUSE Keterangan
VN ng Baik Berat Slerang
1. | Kendaraan roda 4 19 19 &
2. | Kendaraan roda 2 59 59 "
Peralatan kantor -
- Kartu Inventaris 3.176
3. Barang (KIB B) |
- Aset Tetap 2 2 | -
Lainnya (KIB E) ;
- Aset Tidak 32 32 | -
Berwujud |
- Barang Rusak ‘ 470 - 470
Berat
| | A
4. | Buku Perpustakaan ‘ - |I - ‘ -
| |

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa data sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang
dipandang sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2018-
2023 telah tercapai hal ini dapat dlihat dari indikator kinerja, yaitu opini BPK
terhadap laporan keuangan dan penetapan APBD tepat wakiu dari tahun 2018
sampai dengan tahun 2022 telah tercapai. Adapun data sebagaimana dimaksud

adalah sebagai berikut :
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.8

Kabupaten Sumedang

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
No | Indikator Kinerja sesuai ng;t Target l“-;alg::r - -
Tugas dan Fungsi : (SPM) IKK Lainnya i
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2018 | 2019 2020 2021 2022 | 2018 2019 2020 | 2021 | 2022
|
|
Opini BPK terhadap . = o
1 | laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100% 100% 100% 100% 100%
|
Penetapan APBD tepat Tepat | Tepal | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat Tepat Tepat | Tepat
2 wakiu waktu | waktu | wakiu | waktu | waktu | wakiu | wakiu waktu | waktu | wakt | 190% | 100% [ 100% | 100% | 100%




Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang

Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun
Ne | Program/Kegiatan

2018 2019 | 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
keuangan
Kabupaten/Kota

7.824.906.050 7.100.714.450 . 5.829.681.644 7.384.374.622 | 6.189.151.071 4.921.637.316

710.817.600 668.408.900

Program
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

476.463.643.474 | 452.115.171.921 407.314.300.210 | 397.577.637.786

| | Program

| Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

1.422.181.000 1.918.100.000 1.330200.730 1.851.673.633




2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang merupakan dua hal yang tidak dapat
terpisahkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan pelayanan terhadap
masyarakat. Sebagai salah satu perangkat daerah penunjang urusan, Badan
Keuangan dan Aset Daerah perlu mendukung program pembangunan di
Kabupaten Sumedang. Untuk itu, maka diperlukan analisis lingkungan
strategis yang meliputi lingkungan intemal dan lingkungan eksternal
organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (strength) dan kelemahan
(weakness) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup
peluang (Opportunities) dan tantangan (Threat) yang dihadapi suatu
organisasi. Adapun pengertian dari kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat
dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.

2. Kelemahan merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh
suatu organisasi.

3. Peluang merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka
untuk dimanfaatkan.

4. Ancaman merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi
kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strengths)
1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;
Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung
kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
Didukung oleh karyawan dan karyawati sebanyak 57 orang dirasakan
cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai
perangkat daerah penunjang dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
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4. Disiplin dan tanggungjawab;

Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai dapat dijadikan modal utama
dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai
panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (weakness)

1.

Kualitas SDM masih belum memadai;

Meskipun dari segi kuantitas sudah memadai, namun dari segi kualitas
masih dipandang perlu ditingkatkan dengan mengikuti berbagai
pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan
dan aset daerah. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan
pelatihan dapat melahirkan pegawai yang handal.

Pengelolaan barang milik daerah;

Pengelolaan barang milik daerah sampai saat ini menjadi hal yang
perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Diperkirakan masih
banyak barang milik daerah yang perlu ditertibkan penatausahaannya.
Belum optimalnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
SIPD masih belum optimal dikarenakan menu penatausahaan,
pelaporan dan aset masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi hal
tersebut, masih menggunakan aplikasi pendamping.

Analisis Lingkungan Eksternal
a. Peluang (Opportunities)

;8

Regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan telah

diterbitkan oleh pemerintah pusat, diantaranya:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

c. Pemmendagr Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah;

d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,
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e. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi

Pada era globalisasi, teknologi informasi merupakan suatu hal yang
sangat penting. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan daerah
untuk lebih cepat, tepat, transparan dan akuntable diperlukan teknologi
informasi. Melalui teknologi system pengelolaan keuangan diharapkan
dapat terintegrasi, mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan.

b. Ancaman/Tantangan ( Threatis )

k

Koordinasi antar dinas mitra BKAD belum memadai.

Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas
teknis lainnya, hal ini bisa menjadi hambatan dalam pencapaian
indikator kinerja utama BKAD.

Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal
tersebut dapat dilihat belum terintegrasinya anatara penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan.

Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD.

Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD dapat dilihat
dari proses penyerapan anggaran yang setiap tahunnya dilaksanakan
pada akhir tahun.

Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan
dan aset di lingkungan pemerintah daerah.

Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan
dan aset di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat
menyebabkan rentannya terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan
keuangan.

Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis.

Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis. Hal ini dapat
menjadi kendala terutama dalam proses penganggaran. Sebagai
contoh, ketika APBD telah ditetapkan dengan mempedomani regulasi
yang berlaku pada saat itu, tetapi kemudian harus diubah dan
disesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah

pusat.
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BAB i

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKAD

3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Badan

merupakan salah

Keuangan
satu perangkat daerah sebagai

dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

unsur penunjang

pemerintahan yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai

permasalahan dan isu isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan isu isu strategis

dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
No Aspek Permasalahan
1. | Masih 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di SKPD;
rendahnya . Masih adanya kendala efektifitas implementasi
kualitas aplikasi sistem informasi keuangan;
dokumen . Adanya ketidaksesuaian penentuan pagu anggaran |
penganggaran dengan analisis standar belanja.
' . Masih adanya aktivitas sub kegiatan yang tidak
memperhatikan crosscutting dalam menembak
: sebuah pragram.
|
2. | Masih . Ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan dalam

Rendahnya dokumen  penganggaran dengan dokumen

Kualitas pengadaan barang dan jasa;

Dokumen . Data kegiatan per sumber dana belum memenuhi

Pegajuan kebutuhan;

Pembayaran Penyampaian data realisasi belanja untuk
penyusunan laporan sebagai syarat salur dana
transfer perlu diperbaiki dan dilakukan percepatan:;
Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana
anggaran kas dengan pelaksanaanya;

Substansi pada DPA masih ditemukan objek
belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan
yang disebabkan proses verifikasi di SKPD yang
masih belum maksimal;
Belum terintegrasinya sistem informasi
! kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.
| |
3. | Masih . Masih adanya keterlambatan penyampaian |

Rendahnya pelaporan keuangan dari OPD;

Kualitas . Masih belum terintegrasikannya sistem informasi

| Pelaporan akuntansi dengan aset.

Keuangan OPD

4. | Masih . Belum menerapkan Permendagri 47 Tahun 2021

Rendahnya dalam sisten informasi aset;

Kualitas . Masih kurangnya pemahaman pengurus barang

Penatausahaan | dalam pencatatan aset di perangkat daerah;

Aset Daerah . RKBMD belum diterapkan dalam Sistem Informasi
Aset;

et e e e
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3.2,

4. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi
aset dengan akuntansi.;

5. Sistem Informasi Aset belum dapat menyajikan
data update kondisi fisik Aset;

6. Tidak adanya database Barang Milik Daerah yang
berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan
asli daerah:

7. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atas |
barang milk daerah vyang telah dilakukan |
pemanfaatan;

8. Kurangnya promosi atas barang milik daerah yang |
mempunyai potensi ekonomi;

9. Banyaknya barang milk daerah yang belum
dilakukan serifikasi;

10. Banyaknya bangunan milik daerah yang masih
berdiri di atas tanah pihak lain;

11. Banyaknya barang milik daerah yang dikuasai oleh
pihak ketiga.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan
sasaran dalam RPD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 maka perlu
juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra BKAD dengan
capaian Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara
vertikal sesuai dengan kewenangannya di fingkat pusat sehingga dapat
terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten
Sumedang ke Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di nasional
bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian BKAD dengan Kementerian terkait dapat
memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat
pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan
target provinsi dan kementerian terkait. Target tersebut akan terus
ditingkatkan untuk periode 2024-2026 sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra
Kabupaten Sumedang dengan Renstra BPKAD Provinsi dan Kementerian

Keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:
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TABEL 3.2
PERBANDINGAN SASARAN
RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT SERTA
PEMERINTAH DAERAH PROPINS| JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUMEDANG

Berkenaan dengan perbandingan sasaran Renstra BKAD Kabupaten
Sumedang, Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian
Keuangan adalah sebagai berikut:

Sasaran pada
Sasaran pada Renstra Renstra Kementerian
BPKAD Provinsi Jawa Barat Keuangan

Sasaran pada Renstra
BKAD Kabupaten
Sumedang

(1) () (3)

Terwujudnya Kepatuhan

terhadap Kebijakan Pelaksanaan dan
. 2 Pengelolaan Keuangan dan | pertanggungjawaban
Werliglataye kualias: | Aset Daerah | anggaran belanja

pengelolaan keuangan dan |

aset daerah = __ bemerintah yang

efektif, efisien, dan
Terpenuhinya dukungan akuntabel.
manajemen perkantoran

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Kajian
Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat
wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan Sustainable Develoment
Goals (SDGs). Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke
dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa depan.



3.4,

Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penentapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka mengahadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas
sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD,
telaahan vsi, misi dan program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan
aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, isu-isu
strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan
tugas dan fungsi badan selama tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
ISU STRATEGIS DALAM BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No|  Aspek Akar Permasalahan Isu- isu strategis

1. Masih rendahnya kualitas
penganggaran di SKPD;

2. Masih adanya kendala
efektifitas implementasi
aplikasi sistem informasi

| keuangan; 5
; 3. Adanya ketidaksesuaian |
Permasalahan ' penentuan pagu anggaran Masih Rendahnya
1. | dalam Bidang dengan analisis standar Kualitas Dokumen
Anggaran belanja. Penganggaran

4. Masih adanya aktivitas sub
kegiatan yang tidak

memperhatikan
crosscutting dalam
menembak sebuah
program.

1. Ketidaksesuaian

nomenkiatur kegiatan Masih Rendahnya
2 52.22?;?;122" dalam dokumen Kualitas Dokumen
| Perbendaharaan perganggaran dengan | Pegajuan
dokumen pengadaan Pembayaran

barang dan jasa;




' Data kegiatan per sumber

dana belum memenuhi
kebutuhan;

Penyampaian
realisasi belanja untuk
penyusunan laporan
sebagai syarat salur dana
transfer perlu diperbaiki
dan dilakukan percepatan;
Masih adanya
ketidakkonsistenan antara
rencana anggaran kas
dengan pelaksanaanya;

Substansi pada DPA
masih ditemukan objek
belanja yang tidak sesuai
dengan pelaksanaan yang
disebabkan
verifikasi di SKPD yang
masih belum maksimal;

Belum terintegrasinya
sistem informasi
kepegawaian dengan
sistem informasi

penggajian.

data

proses |

Permasalahan
3. | dalam Bidang
Akuntansi

. Masih
terintegrasikannya  sistem |
akuntansi '

Masih
keterlambatan
penyampaian  pelaporan
keuangan dari OPD;

adanya

belum

informasi
dengan aset.

Masih Rendahnya
Kualitas Pelaporan
Keuangan OPD

Permasalahan
4. | dalam Bidang
Aset

. Belum

. Sistem

menerapkan
Pemrmendagri 47 Tahun
2021 dalam sisten
informasi aset;

Masih kurangnya
pemahaman pengurus
barang dalam pencatatan
aset di perangkat daerah;
RKBMD belum diterapkan
dalam Sistem Informasi
Aset;

Masih belum
terintegrasikannya sistem
informasi aset dengan
akuntansi.;

Informasi  Aset
belum dapat menyajikan
data update kondisi fisik
Aset;

Tidak adanya database
Barang Milik Daerah yang
berpotensi untuk
berkontribusi dalam
pendapatan asli daerah;
Kurangnya

pengawasan |

Masih Rendahnya
Kualitas
Penatausahaan
Aset Daerah

s ]
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dan pengendalian atas

barang milik daerah yang

| telah dilakukan

' pemanfaatan;

8. Kurangnya promosi atas
barang milik daerah yang

; mempunyai potensi

I ekonomi;

i 9. Banyaknya barang milik
daerah yang belum
dilakukan sertifikasi;

10. Banyaknya bangunan milik
daerah yang masih berdiri
di atas tanah pihak lain;

11. Banyaknya barang miliki
daerah yang dikuasai oleh
pihak ketiga.

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek
permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran;

2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;

3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;

4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah.

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset
daerah adalah Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
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»  Tujuan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-

2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan

dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Adapun tujuan dari BKAD

penyelenggarsan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Tujuan PD
{Sasaran RPD)

adalah :
Tabel 4.1
Misi RPD, Tujuan RPD dan Tujuan PD
Misi RPD Tujuan RPD
| Mewujudkan tata keiola | Terwujudnya
pemerintahan yang baik akuntabilitas pemerintahan daerah |

dan penyelenggaraan  otonomi |

daerah serta tugas pembantuan :
yang proporsional.

dan

daerah

keuangan  pemerintahan

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah”

» Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai

tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah”.

4.1.1 Analisa Pohon Masalah

Belum Ogtimainya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Masih Rendahnya
Kuaiitas Dokumen
Fenganggaran

Masih Rendahnya
Kualitas Dokumen
Fengajuan Pembayaran

Masih Rendahnya
Fualitas Palaparan
Keuangar: CFD

Masih Rendahnyz
Kuglitas Penatausahaan
Asget Dasrah

| [

1. Masih  rendahnys
kualitas
penganggaran di
SKPLx;

Z Masih adanya
kendala efoktifitas
impiementasi
aplikasi sigtam
infarmas:
keuangan;

3 Adanys
ketidaksesuaian
penentuan  pegu
anggaran dengan
analrsis  slandar
beianjs.

4, Masih
aktivitas
kegiatan
tdak
memperhatikan
crosseutting
dalam mensmbak
sebuah program.

adanya
sub
yang

1. Ketidaksesuaian  nemanklatur 1.Masih adanya
kegiatan dalam dakumen keterlambatan
penganggaran dengan dokumen penyamgaian
pengadaan barang dan jasa; pelaporan

2. Data kegiatan par sumber dana keuangan dan
belum memenuhi kebutuhan; QPD;

3.Penyampaian data  realsasi 2 hasin  balum
belanja  untuk  penyusunan terintegrasikan
laporan sabagal syarat salur nya sistemn
dane transfer pedu diperbaiki informasi
dan ditakukan percepatan: akuntansi

4. Masih adanya dengan aset
ketidakkonsistsnan antara

rencana anggaran kas dengan
pelaksanganya;

5 Substansi pada DPA  masih
ditemukan objek belanja yang
tidak sE3UE! dengan
pelaksanaan yang disebabhan
proses verifikasi di SKPD yang
masih bslum maksimal;

6 Belum terimegrasinya sistam
Informasi kepegawaian dengan
sistem informasi penggajian.

Belum menerapkan Permendagri 47 Tahun
2021 dalam sisten informasi aset,

Masih kurangnya pemahaman pengurus
barang dalam pencatatan asst di psrangkat
daerah,

REBMD belurn diterapken dalam Sistem
Infarmasi Aset:

Masih  beium terintegrasikannya sistem
informasi aset dengan akuntansi;

Sistem  Informasi  Aset  belum dapat
menyajikan data update kordisi frsik Aset;
Tidak adanya datasbase Barang Milik
Diaerah yang berpotensi untuk berkontribusi
dalam pendapeten asli dasrah;

Kurangnya pengawasan dan pengsendalian
atazs barang milk dasrah yang talah
ditakukan pemanfzatan;

Kurangnya promosi atas barang milik
daerah yang mempunyal potensi akonomi,
Banyaknya berang milik daersh yang belum
dilgkukan sertifikasi;

. Banyaknya bangunan milik daerzh yang

masih berdiri di atas tanah pthak lain;

. Banyaknya barang milik deerah yang

dikuasai eleh pihak ketiga

Ll —————— |
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4.1.2 Analisa Pohon Tujuan

Terwujudnya Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Yang Berkualitas

J

Meningkatnya
Kualitas Dokumen
Penganggaran

Meningkatnya
Kualitas Dokumen
Pengajuan
Pembayaran

Meningkatnya
Kualitas Pelaporan
Keuangan LKPD

Meningkatnya
Kualitas
Penatausahaan Aset
Daerah

4.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan
Pemerintahan Daerah

—

Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Kualitas Dokumen Kualitas Dokumen Kualitas Pelaporan Kualitas
Penganggaran Pengajuan Keuangan LKPD Fenalausahaan Aset
Pembayaran Daerah
Prosentase
Ketepatan Waktu Realisasi Prosentase Prosentase
Proses Penyerapan Ketepatan Keakuratan
Penganggaran Anggaran Belanja Penyampaian LKPD Penatausahaan Aset
Terhadap Rencana (Materialitas)

Anggaran Kas
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

Tabel 4.2

Sumber Data

Laporan hasil
pemeriksaan atas
laporan keuangan
yang di rilis oleh
BPK

o - . Target Capaian Kinerja
) Indikator Indikati Kondisi Program dan Kerangka
Tujuan Sasaran Tujuan 5 Kinerja Pendanaan Formulasi
asaran Ainal .
2024 2025 2026
_ . Egﬁhﬁ‘gglnp Hasil Opini BPK (Opini yang
Menp_ngkatnya Opini BPK didapat dari hasil pemeriksaan
Kualitas Terhadap BPK terhadap laporan keuangan
Pengelolaan WTP WTP WTP WTP | pemerintah daerah tahun
Keuangan dan Laparan
| g | Nilai LPPD Keuangan sebelumnya)
. | Aset Daerah
Meningkatnya Kabupaten
Akuntabilitas
Kinerja dan o -
Keuangan . . Jumlah nilai komponen
| Pemerintahan Memngkatnya Nilai SAKIP pengungkit (manajemen
Daerah Kapas[t_as dan Kabupaten | Zona perubahan, penataan tata
Kapabilitas Integritas 90 91 93 95 laksana, penataan sistem
Internal i Perangkat manajemen SDM, penguatan
Perangkat Nilai LPPD Daerah | akuntabilitas kinerja, penguatan
Daerah : tan kualita
Kabupaten pengawasan, penguatan kualitas
- pelayanan public.
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4.2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sumedang

Untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKAD
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga
tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BKAD adalah:

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Utama
| SRsam Indikator Formulasi/
: Strategis e d
' No Indikator Kinerja Satuan Penjelasan
Kinerja Utama |  Utama
Hasil opini BPK
. (Opini yang
eningkatnya | opini BPK didapat dari hasi
| Kuaiitas Terhadap pemeriksaan BPK
1 | Pengelolaan Laporan Opini terhadap laporan
ELE TG AN i Keuangan keuangan
Aset Daerah g

pemerintah daerah
tahun sebelumnya)

Sumber Data

Laporan hasil
pemeriksaan
atas laporan
keuangan
yang di rilis
oleh BPK
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan BKAD
5.1.1. Strategi:

Diperlukan strategi untuk memperjelas arah dan tujuan
pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) harus memiliki acuan untuk melangkah agar
pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasiinya
dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh
karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta
membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan
dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan
strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Matriks Analisis SWOT

EKSTERNAL
' PELUANG ANCAMAN/TANTANGAN

K

E | Strategi Kd I : Strategi Kd Il ;

K | Memanfaatkan kekuatan Menggunakan kekuatan untuk
| u untuk merebut peluang menghilangkan ancman
N A
T T
E A |
R | N |
N K Strategi Kd Ill : Strategi Kd IV :

A E Menghilangkan kelemahan Menghilangkan kelemahan
L L |' untuk merebut peluang untuk mengatasi ancaman

E

M

A

H

A

N
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Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa vang harus
dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan
mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat
antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths,
kelemahan/weaknesses, peluangl/opportunities, dan tantangan/threats),
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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TABEL 5.2
ANALISA SWOT

ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor Eksternal

Faktor Intemal

Peluang (O) :
1. Tersedianya peraturan

perundang-undangan mengenai
pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

2. Adanya komitmen pemerintah
daerah dalam mempertahankan
opini WTP atas laporan
keuangan dan aset daerah;

3. Penggunaan teknologi informasi
yang memadai dan modern,

Tahtangan (T):
1. Koordinasi antar dinas

teknis belum memadai;

2. Belum optimalnya
integrasi antara system
informasi perencanaan
dengan pengelolaan
keuangan dan aset;

3. Masih kurangnya
pemahaman para
aparatur pengelolaan
keuangan dan aset di
lingkungan pemerintah
daerah;

4. Regulasi tentang
pengelolaan keuangan
dan aset yang bersifat
dinamis.

Kekuatan (S):
1. Mempunyai SOTK

yang sudah jelas;

sarana dan
prasarana yang
memadai:

3. Terdapatnya jumlah
aparatur yang
memadai;

4. Disiplin dan
Tanggungjawab
sudah baik;

5. Sudah lengkapnya
SOP untuk
mendukung
operasional

organisasi BKAD.

2. Terdapatnya jumiah |

Alternatif Strategi (S-O):
1. Peningkatan pelaporan

keuangan dan aset daerah yang |

lebih baik.

- Alternatif Strategi (S-T):
' 1. Peningkatan kualitas

koordinasi antar OPD
terkait pengelolaan;
keuangan dan pelaporan;

2. Peningkatan kualitas dan
integrasi sistem informasi
pengelolaan keuangan
dan aset daerah.

S L .
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" Kelemahan (W): Alternatif Strategi (W-0): Alternatif Strategi (W-Tji

1. Kualitas SDM masih | 1. Penguatan kapasitas 1. Perlu adanya evaluasi |
belum memadai: kelembagaan keuangan dan dan penataan ulang tata |
Y aset daerah. kelola pengelolaan aset
| 2. Belum optimalnya daerah:
fungsi pengelolaan 2. Peningkatan kualitas
aset daerah; SDM pengelolaan

keuangan dan aset

! dengan program-
terintegrasinya : program pendidikan dan
| pelatihan.

3. Belum

sistem informasi
antara pengelolaan
keuangan dan aset.

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya

pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara

optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kabupaten

Sumedang menetapkan strategi di antaranya :

1. peningkatan kualitas pelaporan keuangan aset daerah yang lebih baik;

2. peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;

3. peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan
dan aset daerah:

4. penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah:;

5. perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset
daerah;

6. peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan
program - program pendidikan dan pelatihan.

5.1.2. Arah Kebijakan
Kebijakan yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sumedang adalah:

meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah:

2. meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan:;

3. meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

4. meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;

5. melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset
daerah;

6. meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan
program - program pendidikan dan pelatihan.

B T —
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Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
dapat dilihat pada Tabel 5.3.



Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
Pemerintahan
Daerah

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

| Peningkatan kualitas SDM pengelﬁiééﬁ]{euangan

dan aset dengan program- program pendidikan dan
pelatihan.

Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan
aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan sinergitas perencanaan dan
penyusunan anggaran,

Peningkatan kualitas penatausahaan pengelolaan
keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.

Meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran.

Meningkatkan kualitas penatausahaan pengelolaan
keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.

Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD/ LKPD
terkait pengelolaan keuangan.

Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait
pengelolaan keuangan.

| Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan

program pembinaan, pengawasan, pengamanan,

| inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap

Meningkatkan kualitas penatausahaan aset dengan
program pembinaan, pengawasan, pengamanan,
inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap

‘ pengelolaan aset daerah.

Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas internal perangkat

daerah

Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja
perangkat daerah

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan
Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan
kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk
terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola
keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap

masyarakat.

6.1. Rencana Program Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan
program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
berikut:
a. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana
dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai
penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

b. Belanja Urusan SKPD:
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tiga Tahun
Ke Depan
Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 90
tahun 2018 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenkiatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah ditetapkan kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagai berikut:
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
¢. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
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d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Il. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
¢. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
lll. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD
d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
V. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

b
e
d
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKFD
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Vl. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VIl. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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Vill. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

a.

a4 0o

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

I. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

-0 o0 0D

Q

j-

k.

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

m.Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

. Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer
lainnya

. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi

Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan

e -
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Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga

f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang
berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/
Kota

lll. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

c. Koordinasi  Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

d. Konsilidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

f. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

g. Koordinasi,  Sinkronisasi, dan Penyelesaian  Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

J. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

k. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten /Kota

. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

m. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan
Daerah

IV. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
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c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

I. Pengelolaan Barang Milik Daerah

a.
b.

=0 a0

T ©

Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

. Optimalisasi  Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan,

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

m.Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota
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Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

' indikator Kinerja ""“ﬂr Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, Kondisi Awal
program, kegiatandan | " Aisadeihasii
Tujuan ke Kode Program, Kegiatan s Ragloton Kepmen Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
dan Sub Kegiatan Ry dagri
| Commeniugi oo | 02380 [ 5 :
Tahun 2021 e 2023 arget p Target Rp T Rp Target Rp
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningha
tnya
Akuntabil
itas
::"" Nilai LPPD Kabupaten Skor 3,40 3,65 3,76 378 3,80 3,80
Keuangan
Pemarint
ahen
Daerah
Meningka
tnya
Kapasitas
dan
Kapabiiit Zona Integritas
as Peranghat Daerah W i bad 9 93 o5 &
Internal
Perangka
t Daerah
5.02.01 PROGRAM
PENUNIANG
URUSAN
PEMERINTAHAN | SAKIP Perangkat
DAERAH Daerah Twagorl | W A "" 109.548.471.005 - 127.375.423.887 A 147.491,046.481 " 384,414.941.373
KABUPATEN/KOT
Y
P Jumiah Laporan
s02012 | PEMEanEgaran, S 24 24 ;
dan Evaluasi EERE— Dokume | pokume | Dokome | 24 4 24 2
o1 Penganggaran, dan n Laporan | 345.000.000 Laporan | 348.450.000 Laporan | 352.500.000 Laporan 1.045.950.000
Kinerja Perangkat Evaluasi Kiner} n n
Peranghat Daerah
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Indikator Kinerja Satusn Target Kinerja dan Pagu indikatif
Tujuan, sasaran, vy Kondisl Awal
Program, Kegiatan | PP hegiatandan | L Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Kode dan Sub Kegl sub kegiatan Nl
Kepmendagri 0505889 | >0 2209
Tahun 2021 Tahun 02 013 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2021
1 3 4 5 7 8 8 10 1 12 13 14 15 18
pen— m:'" Jumish Dokumen o 10 10 10 10 10
D1.01 Perencanaan Perancanaen Ferangiat 5 Dokume | Dokume | Dokume | ., o000 Dokume | -1 200,000 Dokume | 5 400,000 Houling 363,600,000
Daerah n n n n n n
Parangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-
5.02.01.2, Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil Dokume 2 . . k : >
) 01.02 Dokumen RKA- Koardinast Penyusunan n M:""‘ D““:"” M:'“ 20,000,000 D”"‘n“'“ 20,200,000 Dl :'"" 20.400.000 D“:"" B0.600.000
! SKPD Dokumen RKA-SKPD
3 Jumiah Dokurnen
‘ mi:::ir;“n Perctahl REA- D 1 1 1 1
502.01.2, dan Laporan Hasil Dokume
01.03 Dokumen Keordinasi Pemyusunan " i nfa | Dokume | ;600,000 Dokume | 5.200.000 Dokume | 0.400.000 Dl 60,600,000
Perubahan RKA- n n n n
PO Dokumen Perubahan
REA-SKPD
Jumiah Dokumen DPA-
Koordinasi dan 2 2 1 1 1 i
5.02.01.2. SKPD dan Laporan Hasil Dokume
01.04 ::;:"“"'“ OPA- | Koordinasi Penyusunan n ':""‘:"“’ D“":‘“’ "““:”" 20,000,000 D‘*:”‘ 20.200.000 m:’"‘ 20.400.000 ““":"" 60,600,000
Dokumen DPA-5XPD
Jumlah Dokumen
|‘I Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD 3 1 1 1
5.02.01.2. | Penyusunan dan Laporan Hasil Dokume
01.05 Perubahan OPA- | Koordinasi Penyusunan n nia i n""‘:”" 20,000,000 n“:'"’ 20.200.000 n’“:;'""’ 20,400.000 D“":”“ 60,600,000
SKPD Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
lumilah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan ikhtisar
Penyusunan Realisasi Kinerja SKPD 10
5.02.01.2, Laporan Capaian dan Laporan Hasil e ek 10 10 10 10 10
01.06 Kinerja dan Ikhtisar | Koordinasi Penyusunan Pon r: Laporan Laporan | 145,000,000 Laporan | 146.450.000 Laporan | 148,500,000 Laporan 439,950,000
Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja
SKPD dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
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Target Kinerja dan Pagu indikatif

berda
Tujuan, sasaran, h“'" Kondisi Awal
ﬁw:w mwﬂﬂﬂh m Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tlhﬂtm ww
Tujuan Kode dan Sub Kegiat sub kegiatan fagri
050-5889
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2021 Tahun 2022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4 5 [ 7 a ] 10 1 12 13 14 15 18
502012 - g ) ] o LB L 5 5
0z Perangkat Daerah | Peranghat Daerah % Laporan | Llaporan | 103.968.745.505 Laporan | 120.791.628.742 Laporan | 139.716.881.94% | laporan | 364.477.256.196
502012 | ol | menermacaidan | O™ | pokume | orng/ | orang Pty orane/ el
02.01 ASN Tunjangan ASN ulan f Buian Bian 1032.875.193.005 Bulan 120.674.510,136 Bulan 135.565.513.450 Bulan 364.115.216.591
Pelaksanaan I
Jumiah Dokumen
5.02.01.2. :::auu“h“n Penatausahaan dan Dokume nfa ﬂﬂ:.:l‘l‘i!‘ Dn::rne & :jm 6 :1 W:Z
02.03 ) Pengujian/Verifikasi n i 1B.552.500 OIS | 72.118.606 OXUME | 26.368.499 e 67.039.605
Pengujian/verifika Ko S n n f n n
i Keuangan SKPD ga
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan Bulanan/
Fenyusunan Triwulanan/ Semesteran 12
5.02.01.2. | Laporan Keuangan | SKPD dan Laporan Lanoran: | Dokumae 12 12 12 12 12
02.07 Bulanan/Triwulana | Koordinasl Penyusunan P & Laporan | Laporan | 75.000.000 Laporan | 95,000.000 Laporan | 125.000.000 Laporan 295,000,000
nfSemes teran Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD
5.02.01.2. | Barang Millk Administrasi Barang " Doku 1 ‘Hf n 3 n
03 Daerah pada Milik Daerah pada ® Laporan | Laporan | 409.735.000 Laporan | 519.660.459 Laporan | 619.158.982 Laporan 1.548.554.481
Penyusunan
Jumlah Rencana 4 4 4 4
5.02.01.2. | Perencanaan Dokume
ik nx Ebiinan Baisng Kebutuhan Barang Milik = nfa nfa Dokume 20,000,000 Dokume 35,000,000 Dokume 40,000,000 Dokume 95.000.000
Daerah SKPD n n n n
Millk Daerah SKPD
B
gfﬁfl'z‘ ﬂ-::::gm:!lllll?: iummlll:ml:":::f;::lmn i nnk:me Dul:.lrm Dul:::lrne 305,735.000 I:hul:.rlrne 359,660,485 Da:Jrnt 419,158,992 Dﬁime 1.088 55448
) Daerah SKPD Millk Daerah SKPD " n n f B fi R n B n b
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Indikator Kinerja . Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, ks Kondisi Awal
Program, Kegiaten | PrOSeM kegistanden | L, | Perencansan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Kode dun Sub Kegk sub kegiatan Sagri
050-5889
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021 2021
1 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15
Rekonsiliasi dan Jumilah Laporan
gf:.:ll.z. E::::::::mu ::nﬂ::-i:npurln Laporan nfa nfa L 32 P 32 —_— 12 12
; Millk Daerah pada | Barang Millk Daerah e Y ol s Haporen. | 000000 Laporan 140.000.000
SKPD pada SKPD
SN, :r::;ur:‘l.lll?:m ﬁ:::::::h::: Barang Laporan nfa nfa o o ie 2
03.06 Daerah pada SKPD | Milik Daerah pada SKPD Laporan | 50.000.000 Laparan | 75.000.000 Laporan | 100.000.000 Laporan 225,000.000
Jumilah Laporan
5.02.01.2. w“ e Administrasi : 12 12 14 14 14 14
o5 : Kepagawaian Peranghat Laporan | Laporan | Laporan | 412.365.000 ‘Laporan | 525.083.766 Laporan | 645 580,984 laporan 1.583.029.750
Perangkat Daerah Daerah
Pengadaen Jumniah Paket Pakaian
SENIAL., | EWn it Dinas beserta Atribut Paket | 1005tel | 100Stel | 1Paket 1 Paket 1Pak 1Pake
05.02 Beserta Atribut 129.867.500 154.830.245 o 184,579,436 ot 465.277.241
Kelengkapan
Kelengkapannya
Pendataan dan Jumiah Dokumen
12 12 12 12 12
5.02.01.2. Pengalahan Pendataan dan Dokume 12
05.03 Administrasi Pengolahan Administrasi n Laporan . " Dah:rne 55.657.500 Duk:me B66.355.819 RObsse 79,105.458 Sskurne 201.118.817
Kepegawalan Kepegawalan n n
Bimbingan Teknis Jumilah Orang yang
Implementasi Mengikuti Bimbingan
5.02.01.2. 50 25 25 30 £
Peraturan Teknis implementasi Orang 20 Orang
05.11 Perundang- Peraturan Perundang- Orang Orang 226.840.000 Orang 303.897.702 Orang 381.895.990 Crang 912,633,692
Undangan Uindangan
e Umum Peranghkat | Administrasi Umum Laporan o - s : = & : 51 5 3
06 3 il Laporan | Laporan | Laporan | 1.638.435.500 laporan | 1.925.598.297 Laporan | 2.403.438.647 Leporan 5.967.472.444
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indikator Kinerja Satuan Target Kinerja dan Pagu Indilatif
Tujusn, sasaran, P Kondisi Awal
Program, Kegiatan program, kegisten den Kepmen Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode sub kegiatan
dan Sub Kegiatan Siediiadet dagri
050-5889
Kepmendagri 050-5889
3 Tahun 022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16
| Penyediaan
Jumnilah Paket Peralatan
5.02.01.2. | Peralatan dan 12 12
dan Perlen Paket 1 Paket P
oo Periengkapan an Purlpnglapen Laporan | Laparan ’ 333,155,000 L1Paket | 401 809.340 1Paket | 45 106967 1reket 1179.871,327
| Cnir Kantor yang Disediakan
1
1
|
S 03013 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan 4 4
| Peralatan Rumah Rumah Tangga yang Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
08.03 Ta Dicediakan Laporan | Laporan B5.657.500 76.355.819 £09,105.498 231.118.617
lumiah Paket Bahan
5.02.01.2. | Penyediaan Bahan 4 4 4
Logistik Ka Paket Paket I3
06.04 Logistik Kantor S L e Laporan | Laporan | TPt | 252 630,000 1Paket | 285423277 1Paket | 2c6421.993 i 894.475.270
. Jumlzh Paket Barang
S OLE xuh.:?ff'm sipoh Paket i i 1 Paket 1Paket 1 Paket Pake
06.05 Penggandaan yang Laporan Laparan 232.630.,000 270.923.277 4 321.421.993 1 : B24.975.370
Penggandaan
Disediakan
;e WH:.:n P21 | sumiah Dokumen sahan 12 12 12
5.02.01.2, P::::nrann Bacaan dan Peraturan Dokume 12 Gokinie. | Dokarie Dok D :2 ::
06.06 Peru:niarlu- Perundang-Undangan n Laporan rr o 37.105.000 e :‘“ 44237 213 " :m' 52.736.993 we :’“ 124079212
urdangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Jumlah Laporan
5.02.01.2. Rapat Koordinasl Penyelenggaraan Rapat L i 12 12 12 12 12 12
0€.09 dan Kensultasi Koordinasi dan i Laporan Laporan Laporan | 539.470.000 Laporan | 634.320.979 Laporan | BS53.317.984 Laparan 2.027.108,963
SKPD Konsultasi SKPD
Penatausahaan Jumiah Dokumen 12 2 2 2 2
5.02.01.2. 2 Dokume 12
Arsip Dinamis pada | Penatausahaan Arsip Dokume | Dokume Dokume Dokume Dokume
06.10 SKPD Dinamis SKED n Laporan fi n 42.263.000 o 51.542.328 i 51.642.199 & 155.447.527
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Indikator Kinerja Im"'l ! Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, s Kondisi Awal
Program, Kegiatan | PrOF™ hepistandan | Pevsncanam Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondis! Akhir
Tujuan Sasaran Kode dun Sub Kesh sub kegiatan Sagri
bardusarkar 050-5889
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2021 Tahun 2022 w023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 B 7 B8 8 10 11 12 i3 14 15 16
Duipmign Jumilah Dokumen
Pelaksanaan Duk Pelak - 12 1
SPABLL | Hem ﬂ:t:ﬁ:m:r:ﬂ:hr:a: Doxime 12 Dokume | Dokume [+] It1 II:II:t-t1 :
06.11 Pemerintahan n Laporan 135,525,000 akume | 171.186.064 Ume | 213,684,994 D 520,396,058
¥ Berbasls Elektronik pada n n n n n
Berbasis Elektronik i
pada SKPD
5.02.01.2. Pant v D . b . 2 2 3 3 a 3
\ "'".'I 'I : '““'r 'I Laporan Laporan = Laporan | Laporan | 410.785.000 Laporan | 552.032.617 Laporan | 716.528.980 Laporan 1.679.346.597
Daerah Dasrah
s Jumiah Unit Kendaraan
Kendaraan
i Perorangan Dinas Fervrangn Dines stan Unit 0 Unit O Unit 1 Unit 1 Uni I
07.01 oy x:: s Kendaraan Dinas s 30,000.000 ™| s0.000.000 1Unt 1 35.000.000 U 150,000,000
Dinas Jabatan Jabatan yang Disediakan
502.01.2. Jumiah Paket Mebel i -
07.05 Pengadaan Mebel ving Disediakan Unit 30 Unit 30 Unie 10 Unit 200.735.000 15 Unit 259,660,489 20 Uinit 319.158.992 20 Unit 788 554,481
% 02.01.2 Pengadaan Jumlah Unit Peralatan
C " | Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang Unit 30 Unit 30 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit
07.06 Mesin Lalnnya Disadiakan 171,050,000 242.372.128 327.369.9E8 T40.792.116
5.02.01.2. | Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa : 24 24 ‘24 ‘24 1] 24
o8 Pemerintahan Penunjang Urusan A Laporan | laporan | Laporan | 1.781.305.000 Laporan | 2.048.225.721 laporan | 2.242.216.952 Leporan 6.071.747.673
Daerah Pemerintaban Daerah
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Target Kinerfa dan Pagu Indikatif

berdasa
Tujuan, sasaran, s Kondisi Awal
Program, Kegistsn program, kegiatan dan Kepmen Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Kode dan Sub Kaal sub kegiatan fogri
Kepmendagri 050-5889 050-
Tahun 2022 023 Target Fip Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021 2021
1 3 a4 5 ] 7 B ] 10 11 12 13 14 15 16
Jumlah La
e | e
5.02.01.2. | Komunikasi, ek S T 12 12 12 12 12 12
08.02 Sumber Days Alr iy S o POFAN | Laporan | Laporan | Laporan | 242.630.000 Laporan | 7B5.423.277 Laporan | 296.421.993 Laporan 824.475.270
Daya Air dan Listrik yang
dan Listrik .
Disediakan
Jumlah Laporan
5.02.01.2, ::?MH'L"“ Penyediaan Jasa — 12 12 12 12 12 12
08.04 ayanan Umim | petayanan Umum POr3N | laporan | Laporan | laporan | 1.538.675.000 Laporan | 1.762.802.444 Laporan | 1.945.794.959 Laporan 5.247.272.403
Knnisr Kantor yang Disediakan
'-M“""" Jumiah Laporan
5.02.01.2. | Duersh Penunjang ‘Milik Daerah Penunjang | Laporan 4 4 5 5 b 5
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa
:;r‘::lmm"' Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Operasional atau
5.02.01.2, " Lapangan yang 1 6
09.02 ::’T"I" . Dipelihara dan N taporan | Laporan | T2YU™ | 254735000 T2URR | 209 660.489 72Unit | 269158992 FSinn. 938,554,481
ok 2 dibayarkan Pajak dan
Kendaraan Dinas Fia s R
Operasional atau ¥
o Lapangan
|
5.0201.2. | Pemeliharaan Jumlah Mebe| yang o 1
09.05 Mebel Dipelihara Hhit Laporan | taporan | - "™ | 21131500 Sunit | o3271.184 Sunit | 2e 821,100 bl 70.223.764
5.02.01.2 Pemealiharaan Jumilah Peralatan dan 1 1
: 2 : :
05.06 Facplakan.ca) Senn Lo yang Unit | Laporan | Laperan | OYM | 135525000 BUN | 179 186,064 3ounit | 513 684.994 0 Unk 520,396,058
| Mesin Lainnya Dipelihara
|
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Target Kinerfa dan Pagu Indikatif

¢ } berdasar
Tujuan, sasaran, i Kondisi Awal
MrRes - Program, Kegiatan "'“"m'""l'“'i'i I"'""" Kepmen Pacamca Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Pujumn dan Sub Kegiatan iy dagri
050-5889
Kepmendagri 050-5889
Tahuin 2021 Tahun 2022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 a4 5 __In 7 a L) 10 11 12 13 14 15 16
Pemeliharaan/Reh | Jumlah Gedung Kantor
5.02,01.2. | abilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 1 i .
I
09.09 Kantor dan yang Sk Laporan Laporan 1l 55,973.500 Lo 50.966.049 KR 566,915,899 R 183.B55.448
Bangunan Lainnya Dipedihara/Direhabilitasd
Feﬁwill_uraanﬂteh Jumilah Sarana dan
ahilitasi Sarana
5.02.01.2. dan Prasarana ey Sadung 1 1
09.10 Gedung Kantor E:I:‘:::::::“”‘““" U (aporan | taporan | 2Y™ | 2na.735.000 2URlt | 25e660.480 3UNt | 319158992 3oy 788554481
ata Ringurien Dipelihara/Direhabilitasi '
Lainnya
Meningha
nya
Akuntabil
itas
S Niai SaxiP kabupaten | ¥SS8 | pa(7e) | A(s0) | Ae) Af82) A (35) Alss)
!
Pemerint
ahan
Daerah
Meningha
tnya
Kualitas
BPK
:‘"""' w! : e Opini wTP WTP WTP WP WP WP
Keuangan
dan Aset
Caerah
PROGRAM
PEMGELOLAAN mm Stat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
KEUANGAN Proses Penganggaran waktu waktu Waktu | 3.079.715.000 Waktu | 3.671.688.658 Waktu | 4.377.170.903 Waktu | 11.128.574.561
DAERAH
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Indikator Kinerja - Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, R Kondisi Awal
P , Kegiatan program, kegiatan dan K Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Kode sub kegiatan
dan Sub Kegiatan dagri
Havdusncion 050-5889
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2021 Tahun 022 023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2021
3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
Persentase Reallsasi
Rencana Anggaran Kas
Penyampaian LKPD Posien. | 43N % 9% | 2510.420.500 100% | 3 003.706.746 100% | 3.s80.842.220 100% | 9,103.078.466
Koordinasl dan Jumiah Dokumen
1 L 23 23 2 24 24 24
o1 Rencana Anggaran | Penyusunan Rencana w) || ] Dabema | Dok | somrssen Dokume | seomesmess | "™ | aamamses | PR | yamsiase
Daerah Anggaran Dasrah
Koordinasi dan 2 | 2 2 2 2 2
5.02.02.2. Jumiah Dokumen KUA Dokume |
Penyusunan KUA Dokume | Dokume | Dokume Dokume Dokume Dokume
o1.01 e dan PPAS yang Disusun n - = 5 279.567.000 B 333,300,000 : 397,300,000 5 1.010.167.000
Eoordinasi dan
5.02.02.2 CHTnN Ll;:ﬂ:::ﬂ?:;ﬂ::“ Dokume £ I 2 l 2 4 A 2
it il B Dok ki | Dok k
01.02 Ferubanan KUA | Perubahan PpAs yang n SRR | e | DONANE: |k iSRG Dakume | 2es.440.000 Dokume | <04 500,000 Dekume | .4 196.000
an Perubahan n n | n 1 n n n
Disusun |
PPAS |
Koordinasl, 1 1 1 | 1 1 i
5.02.02.2. Penyusunan dan Jumlah RKA-SKPD yang Dokume
01.03 Verifikas RKA- Diverifikasi " D“":m D‘““:’“ n"":""' 158,860.000 D“":m‘ 189.400,000 m":m‘ 225.780,000 “"":’"' 574,040,000
SKPD S
Koordinasi,
Penyusunan dan i 1 1 1 1 1
5.02.02.2. Jumiah Perubahan RKA- Dokume
k
o104 ':erlﬁl:nl SKPD yang Diverifikasi - Dokume Dokume | Dokume 107 800.000 Dokume 128.520.000 Dokume 153.200.000 Dekume $R0.SI0060
erubahan RKA- n n n n n n
SKPD
Koordinasl, 1 1 1 1 1 i
5.02.02.2. Penyusunan dan lumlah DPA-SKPD yang Diokume
0105 Verifikasi DPA- Diverifikasi n n“:m D“:m f ﬁ“:m' 131,230,000 D“":m 156,450,000 . ; ™ | 186,500,000 n"'ﬂ"'m | a74.180.000
SKPD
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Indikatar Kinerja S Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, hm' - Kondisi Awal
Pricgiim Ragiaten | PIOW Duginten fay | e Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Kode dan Sub Kegiat sub kegiatan dagri
. : 050-5889
Kepmendagri 050-5889
Yol Tahun 2022 2013 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 i0 11 12 13 14 15 16
Koordinasl,
Penyusunan dan 1 1 1 1 1 1
5.02.02.2. - Jumizh Perubahan DPA- Dokume
Werifikasi Dokumme | Dokume | Dokume Dokurme Diokume Dokume
01.06 perubahan DPA- SKEPD yang Diverifikasi n f 2 = 165,700,000 S 202.300.000 f 241,160,000 o 613.160.000
SKPD
Koordinas! dan
Penyusunan Jumlah Peraturan
Peraturan Daerah Daerah tentang APBD 2 2 2 2 2 2
5,02.02.2. Dokume
tentang APBD dan dan Peraturan Kepala Dokume | Dokume | Dekume Dokume Dokume Dokume
01.07 ran Kepals Oavah hancuil fn i % % 264.836.000 & 315,750,000 A 376.400.000 : 956,986.000
Daerah tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APRD
:mndalml :an Jumiah Peraturan
F::::Js;:annrah Owerah uﬂ“:‘: .
SRR | SeHAncAEE S m:?xe ala . R Daksume nu:-me Dﬂi:.lrne Dnhim-a Duta kE
01.08 Peraturan Kepala | =00 EF s n y s ! 523.466.000 n 624.122.658 ™| 744,030,000 Dokume |, go1.618.658
Daerah tentang L
Penjabaran Perubahan
Penjabaran APBD
Perubahan APBD
Koordinasi dan
Penyusunan Jumiah Dokumnen 4 4 4 4 4 4
5.02.02.2. Dokurme
Regulas] serta Regulasi serta Kebijakan Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume
01,09 Kebijakan Bidang Bidang Anggaran n E ¥ i 450.000.000 n 547.632.000 & 666,000,000 - 1.663.632.000
Anggaran
Koordinasi
Jumiah Dokumen Hasil 1 1 1 1 | 1
5.02.02.2, | Perencanaan t Dokume
01.10 A iz ::nrdlmu Perencanaan o Dokurme | Dokume | Dokume 126,000.000 Dokume 143,064,000 Dokume 190,500,000 Dokurne 433,564,000
ags ggaran Pendapatan n n n n n n
Pendapatan
Koordinasi Jumiah Dokumen Hasll 1 i i "
5.02.02.2. Perencanaan Koordinasi Perencanaan Dokurme Prodeiarive:: |- Bediiens | “Baktsns Dok :’ 1
01.11 Anggaran Belanja | Anggaran Belanja n : g . 300.000.000 ™ | 3a8.050.000 <t :T“' 405.300.000 D“":'“ 1,053,350.000
Daerah Daarah
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Indikator Kinerja

Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Tujuan, sasaran, kaci Kondisi Awal
Progrem, Kagisten: | PRI REENEM | Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode sub kegiatan
dan Sub Kegiatan dagri
bardasarkan 050-5889
050-5889
w" A Tahun | 2022 2023 | Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 3 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16
Koordinasi
Covniracendlll Fritoaleil st ;ﬂ:?ng;t::::::::in DS nfa n/fa ﬂol:.lml.- antlm-e Dattrnu Dnl:l e
01.12 Anggaran n 50.000.000 T0.000.000 80.000.000 3 210,000,000
Anggaran Pemblayaan n n n n
Pembiayaan
::rme:ga;:“ Jumiah Orang yang
Mengikuti Pembina 1 1
502.02.2. Penganggaran 55 55 55 55
h Crang
01.13 Daerah :;’::E;“ iy E’”":’“ M‘:'“' Orang | 300.000.000 Orang | 357.660.000 Orang | 426.500.903 Orang | 1.084.160.903
Pemerintah
kabupaten/Kota KetmpatanKota
5.02.02.2. | Pengelolaan g m o Dokume | 2 | 12 12 12 12 12
02 | Perbendaharasn | penerimaan dan n | Dolume | Dolume | Dokime | sinssoo0 | 2™ | pigreamazs | PR | gpiase | PR™ | gsgonnser
b :::;:rl:::;:!::nas i{m?nz::::m o Db ;u‘ﬂurne Eﬂiurne Dukli'lme DD;.II'I'IE nutl:.lme Dntimt
e Daerah Pengelolaan Kas Daerah i n n n b n 452,550,000 n 599.158.991 n 1.515.837.351
Penyiapan
pelaksanaan Jumiah Dokurnen Hasil 3 2 2 2 3 3
5.02.02.2. | pengendaliandan | Pengendalian dan Dokume
o2.08 penerbitan Penerbitan Anggaran n Dokume | Dokume | Dokume | .. rieinoo Dokume | 4 50,000,000 Dakume | . 10,000,000 Dokume | oo 000,000
n n n n n n
mnggaran kas dan Kas dan 5FD
SPD
Keordinasi,
Fasilitasi. Asistens], | Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasl, Koordinasi, Fasilitasi,
Supervisi, Asistens], Sinkronisasi, 3 3 3 3 3 5
502,022, | Manitoring dan Supervisl, Monitoring, Dokume
02.05 Evaluasi dan Evaluasi n DORaioe: [[Dowume:: | LORUME. | o0y z17:000 Dokume | 413.943.700 Dokume | <o 843,986 Dokume | 4 118 304986
n n n n n n
Pengendalian Dana | Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Perimbangan dan Dana
Dana Transfer Transfer Lainnya
Lainnya
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Indikator Kinerja Satumn Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, s Kondisi Awal
Progrem, Kagistan | POPSM, Ragistandan | Lo n Perencansan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode dan b sub kegiatan dagri
& berdasarkan 0505808
050-5889
Kapemandngri Tahun | 2022 2023 | Terget Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021 2021
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 1 12 13 1a 15 16
Koordinasi
::hh:mm Kerja Jumlah Dokumen Hasil
el Koordinasi, Pelaksanaan
Pemantauan g
502022, | ranseksiNon vox s AP B e : X z "
e Tunai dengan Non Tunal dengan e Dokume | Dokume | Dokume 100,000,000 Dokume Tha o0 Dokume BT Dokume S0t
Lembaga L Keusngst n n n n n n
Keuangan Bank
dan Lambaga Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Keuangan Bukan Bank
Bank
Jumlah Laporan
Realizasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran
‘:’::E:::m Kas, dan Pelaksanaan
Laporan Reallsasi Ewmungutin/ P iog
an dan Penyetoran
Penerimaan dan
Perhitungan Flhak
Pengeluaran Kas
Daersh, Laporan | SUB (PEK) dan 2 2
5.02.02.2 i Laporan Hasil Koordinasi 2 2 2 2
Aliran Kas dan Laporan | Dekume | Dokume
02.07 Palikakan dalam rangka e - Laporan | 468.145.000 Laporan | 489.372.128 Laporan | 587.365.988 Leporan | 1.544.887.116
Penyusunan Laparan
Pemmungl.;hnfi’em Realisasl Penerimaan
: IR E80 dan Pengeluaran Kas
P:fnh.hul n: Mﬁ Fihak Daerah, Laporan Aliran
ol o Kas, dan Pelaksanaan
iga Pemungutan/Pemotong
an dan Penyetoran
Perhitungan Flhak
Ketiga [PFK)
Penyusunan
Petunjuk Teknis Jumiah Petunjuk Teknis
Adminlstrasi Administras| Kevangan
Keuangan yang yang Berkaitan dengan 1 1 4 1 3 -
5.02.02.2. berkaitan dengan Penerimaan dan Dokume
02.10 Penerimaandan | Pengeluaran Kas serta n E““m :“""“' D':'h:"“ 100,000.000 m:'“’ 100.000.000 D“:“ 100.000.000 D“r';"'“' 300,000,000
Pengeluaran Kas Penatausahaan dan
serta Pertanggungjawaban
Penatausahaan Sub Kegiatan
dan
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Indikator Kinerja mm'" Target Kinerja dan Pagu indikatif
Tujuan, sasaran, i Kondisi Awal
Program, Kegiatan | PrOVSOG kaghttanden | Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Kode sub keglatan
dan Sub Kegiatan dagri
berdasarkan 050.5889
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021 2021
| 4 5 L] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pertanggungjawab
an Sub Keglatan
1
Pembinaan Jumiah Orang yang
Penatausahaan Mengikuti Pembinaan 1 1
5.02.02.2. 55 55 55 55
02.11 Y Panmiaussiimn Orang: | Poxume: | Dokume:: | . s | easssa00 Orang | 480.777.597 Orang | 594.739.977 Orang | 1.490.851.874
Pemerintah Keuangan Pemerintah n n
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
s.02022, | Pelaksansan Perangkat Daerah dan | Dokure . 8 b = 2 2
03 Akuntansi dan Do (F Dokume | Dokume | Dokume 2.519.429.500 Dokume 3.003.706.746 Dokume 3.580.842.220 m_w
g Pertanggungjawaban " n " n n n
Keuangan Daerah Pelaksanaan APBE
romcinl lurnlah Laparan Hasil
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan
S0202.2. AU Akuntansi Penerimaan Laporan 2 lenis 2 lenis = 2 2 2
03.01 Penerimaan dan dan Pe e Kk Laporan 148.420.000 Laporan | Z200.000.000 Laporan 230.000.000 Laporan S78.420.000
Pengeluaran Kas ngel
Daerah
Daerah
Rekonsiliasi dan Jumilah Dokumen Hasil
Verifikasi Aset, Rekonsilias: dan
Kewajiban, Ekultas, | Verifikasi Aset, 3 3 3 3
5.02.02.2. | Pendapatan, Kewajiban, Ekuitas, Dokume
i il
03.02 Belania, Pendapatan, Belanja, n ks | St D“":’“ 259,735,000 n"":'“' 309.206.746 D“:"“ 350,000,000 OOKUME | 518,941,746
Pemblayaan, Pembiayaan,
Pendapatan-LO Pendapatan-LO, dan
dan Beban Beban
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Indikator Kinerja S Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, ey Kondisi Awal
Progian, Keglstan | /POOTOR Nopiian aen | Perencansan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Kode dan Sub Kegiat sub kegiatan dagri
berdasarkan 050-5889
e oy | Tahun | 2022 | 2023 | Target Rp Target Rp Target Rp Target R
20
1 3 4 5 L] 7 ] ) 10 11 12 13 14 15 16
Koordinas
Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Pertanggunglawaban
5.02.02.2. Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Laporan 1 jonk 1 Jenls 12 12 12 12
03.03 an Pelaksanaan Bulanan, Triwulanan Laporan | 237.472.000 Laporan | 352.000.000 Laporan | 397.092.220 Laporan | SB86.564.220
APBD Bulanan, dan
Triwulanan dan Semasteran
Semesteran
e Jurniah Laparan
Laporan Keuangan Keuangan SKPD, BLUD a 4
5.02.02.2. | SKPD, BLUD dan dan Laporar Keuangan taporan | Dokume | Dokume 2 2 F 2
03.04 Laporan Keuangan Laporan | 333.945.000 Laporan | 400,000,000 Laporan | 420,000,000 Laporan | 1.153.845.000
Btk Pemerintah Daerah n i
Hikpisinn yang Terkonsolidasi
Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah Peraturan Dasrah
tentang tentang
Pertanggungjawab | Pertanggungawaban
an Felalmnnr; Ptlaks:I“::" APBD " 4 4 4 4 4 4
5.02.02.2, | APBD Provinsi dan | Provin n Rancangan Dokume
03,05 Rancangan Peraturan Kepala n D““:m" M:'"" n”":m" 259.735.000 m’k:m'" 385.000.000 D“:'“ 400.000.000 n“":"”' 1.044.735.000
Feraturan Kepala Daerah tentang
Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawab | Pelaksanaan APBD
an Pelaksanaan Kabupaten/Kota
APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan
Tanggapan/Tindak | Jumiah Dokumen
Lanjut terhadap TanggapanTindak i g 1 1 1 1
5.02.02.2. LHP BPK atas Lanjut Terhadap LHP Dokume
03.06 Laporan BPK atas Laporan n nnk:m"' m'k:m"' D“":m' 74.210.000 D':'h:"" 50,000,000 D"'k:m' 121.000.000 B“:"" 245.210.000
Pertanggungjawab | Pertanggungjawaban
an Pelaksanaan Pelaksanaan APBD
APBD
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Indikator Kineda | S0 Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, e Kondisi Awal
Prograre, Kegistan | PP bagtsncan | Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode sub keglatan
dan Sub Kegiatan dagri
berdasarkan 050-5889
Kepmendagri 050-5889
2021 Tahun 2022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 B 7 ] 9 10 11 12 13 14 15 16
Koordinasi, Jumiah Dokumen Hasll
Sinkronisasl, dan Koordinasi, Sinkronisasl,
Penyelesalan dan Penyelasaian i b | 1 1 1 1
5.02.02.2. Dakume
Tuntutan Tuntutan Dokume | Dokume | Dokume Dokume Dokume Dekume
03,07 Pekendahirian Vortiandehaain g n = A s 129.857.500 i 50.000.000 iy 60.000.000 ; 239,857,500
dan Tuntutan Tuntutan Kerugian
Eeruglan Daerah Daerah
Penyusunan
lah Doky i
A ::::5:;! o jawab :‘"T":l'; um::n - tmm Dnl:.ime Dck:ll.rma DaI:Jme D tl : .
03.08 EEUNg] Pertanggungjawaban n 129,867,500 okume | 192,500,000 Dokume | 511.750.000 Dokume | <14.117.500
an Pelaksanaan n n n n n n
Pelaksanaan APBD
APBD
Penyusunan
Kebljakan dan Jumiah Kebijakan dan
Panduan Teknls Panduan Teknis 2 2 2 >
5.02.02.2. | Operasional Operasional Dokume
03.09 Penyelenggaraan Penyelenggaraan n ol AT Dnl::me 129.867.500 Ttk 50.,000.000 Dstia 60.000.000 Dokurne 239.857.500
Akuntansi Akuntansi Pemarintah " n n
Pemerintah Daerah
Daerah
Penyusunan
Sistern dan
Prosedur Jumilah Sistem dan 1 3 1 "
5.02.02.2. | Akuntansidan Prosedur Akuntansi dan Dokume
03,10 Pelaporan Pelaporan Keuangan n Yty 3 buky Dnh:me 55.657.500 Opsime 50.000,000 HieRume 50,750,000 Bokume 196.407.500
Keuangan Pemerintah Daerah n n n
Pemerintah
Daerah
Jumizh Orang yang
:;Zmn:n":n Mengikuti Pembinaan
5.02.02.2. Pelaporan dan :.::nunsd, Pelaporan Ora DuhIl.:me Dukt:me 55 55 55 55
03.11 Fertanggungjawab Ba - Orang | 258.735.000 Orang | 385.000.000 Crang | 423.500.000 Orang | 1.068.235.000
Pamerinksh Pertanggungjawaban n n
:"h Miots Pemerintah
i Kabupaten/¥ota
Pembinaan
Jumilzh BLUD 1 1
5.02.02.2. | Pengelolaan 38 38 38 38
ok
03.12 Keuangan BLUD :‘::;:‘“"““’""“ ying. | lemege | D i D"":"“" Lembaga | 204.077.500 Lembaga | 180,000,000 Lembaga | 332.750.000 Lembaga | 716,827.500
Kabupaten/®Xota

—
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Indikator Kinerja Target Kinerja dan Pagu Indikatif
berdasar
Tujuan, sasaran, kan Kondisi Awal
' program, kegiatan dan Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode m'm X Ii : sub kegiatan II ;
. 050-5889
Kepmendagri 050-5889
T 2021 Tahun 2022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16
| Koordinasi dan Jumilah Laporan Statistik
P
I zﬁniflz. ﬁ::rslir::::angan ;::::r;::merlﬂlahaﬂ Laporan DoI:.lmt Dukju..me L : 206.840.000 A 1 1
i Pemerintahan Pemerintah f n aparan s M Laporan | 400.000.000 Laporan 484 000000 Laporan 1.1B0.B40.000
Daerah Kabupaten/Kota
\ mm Jumilah Dokumen 12 12 s 8 s s
: Dokume | Dokume | Dokume Dokume
04 Pengelolaan Pengelolaan Keuangan n g . = 486.446.550.000 > 527.227.144.690 ”:"“' s7L390.27.771 | PORUME | L s 063.822.461
Keuangan Daerah | Daerah R
Penyusunan Jumiah Laporan Hasil 1
5.02.02.2. 1 1 1 1
Kebljakan dan Penyusunan Kebljakan Laporan nfa Dokume
e Alokasi Subsidi dan Alokasi Subsidi n SApRh S90A000.000 Hpoean 430,600,000 LApOHm 00000 Laporan | 1.350.000.000
Analisis lumish Laporan Hasli 2 2
1 5.02.02.2. Perencanaan dan Analisis Perencanaan Eai Dok Dok 2 | 2 2
04,08 Penyaluran dan Penyaluran Bantuan e n :me :m' Laporan | 420.000.000.000 Laporan | 435.000.000.000 Laporan | 470.540.127.771 Laporan | 1,325.940.127.771
Bantuan Keuangan | Keuangan
P lolaan D Jumilah L Hasil 2 2
;ﬂ!ﬂ;ﬁvll Di:&:a‘t:d:: . P:r:silnI:::::n:s Laporan | Dokume | Dokume G & o | 31.046.550.000 L ! €1 777144 650 i 2
E Meridssak Darurat dan Mandssak n n pora | - \ aporan : § ! Laparan 54,950.000,000 Laporan 137.773.684.690
PR :::iBEHT::I' e :’:T;:Tni[::: ::":‘:;:E‘ Laporan Du:we antme by g " 4
04.10 Kabupaten/Kata Hasil Kabupaten/Kota 2 f Laporan | 35.000.000.000 Laporan | 40.000.000.000 Laporan | 45.000.000.000 Laporan | 120.000.000.000
050203 | gapANG MILIK o Posen, | 90N e 9% | 3.339.450.000 9% | 3981340150 9% | 4 7a6.329.890 9% | 12067.129.004
DAERAH {Materealitas) ;
02032 Pengelolaan Jumish Dokumen Dok 6 26 7 7 ) o
o1 Barang Milik Pengelolaan Barang ) Dokume | Dokume | Dokume 3.339,450.000 Dokume 3081.349.150 Dokume 4746.329.894 Dokume 12.067,129,044
Daerah Milik Daerah n n n : n : n n




indikator Kinerja - Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, PSR Kondisi Awal
Program, Negisten | PTOPON, kegistanden | Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode s S sub kegiatan
Kagiemn berdasarkan m""
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2022 2023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2021 2021
1 2 3 4 5 & 7 8 ] 10 1 12 13 14 15 16
5.02.03.2 Penyusunan Jurniah Standar Harga Dokume * A 2 B 2 )
o101 Standar Harga yang Disusun n m:'“"' mk:"" D““:M 432.365.000 Duk:""' 442.372.128 o :n”'“ 537,369.988 D"':'"'"' 1.402.107.116
Penyusunan
Standar Barang Jumiah Standar Barang 3 3 1 1 1 N
5.02.03.2. | milik Daerah dan Milik Daerah dan Dokume
01.02 Standar kebutuhan | Standar Kebutuhan n Dokume:; | -Dektma:. | DGRt | o0 tn 600 Dokume | gg 474.426 Dokume | 155 473,908 Dokume | 288158424
n n n n n n
Barang Milik Barang Milik Daerah
Daerah
Penyusunan
Jumilah Rencana 2 2 2 i 2 2
5.02.03.2. Perencanaan Dokume
o108 Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Milik £ Dokurmne | Dokurme | Dokume 55,000,000 Dokume 183 718 Edl Dokume (kR b Dokurme 340.922.634
s Daerah n n n n n n
Millk Daerah
PEnyUsUnan
Kebijakan lumiah Kebljakan 4 4 4 4 4 4
5.02.03.2. Dokume
Pengelolaan Pengelolaan Barang Dokume | Dokume | Dokume Dokume Dokume Dokume
01.04 Barang Millk MIlik Daersh n 4 i I'l 74.210.000 i BB.474.426 . 105.473.958 i 268.158.424
daerah
Penatausahaan Jumiah Laporan 4 4
5.02.03.2. 4 a 4 4
Barang Milik Penatausahaan Barang Laporan Dokume | Dokume
D105 dhirah Mk ah G u Laparan 222.630.000 Laporan | 265423.277 Laporan 316.421.993 Laporan BOM 475270
soiid |INNE. |t | iskere | oo | e, 2 2 2 2
o106 PR Barang Milik Daerah B = Laporan | 111.315.000 Laporan | 132.711.638 Laporan | 158.210.996 Laporan | 402.237.634
3‘1’0:21?3-1 :Lﬁ":m:: gﬂﬁ:ﬁmr:: Haporan D"";'"“ D“J':'""E L iran 1.276.565.000 | La : an | 1.061.693,106 Lap-m-.m1 1.265.687,972 Lap;m 3,603.946.078
' daerah Milfc Daerah n n ” . : | e el g
| |
Jumilah Laporan Hasil T
SR RRE TS Sang ;:::::r.:::;l::: . Laporan anl:lm Dul:l:mu_- a 3 3 3
01.08 Milik Daerah inat) Pendlatan o = Laporan | 190.000.000 Laporan | 265.423.277 Laporan | 316.421,993 Laporan | 771,845.270
Barang Milik Daerah




Indikator Kinerja B Target Kinerja dan Pagu Indikatif
Tujuan, sasaran, S Kondisi Awal
Program, Kegiaten | PPOVSR. kaglstandan | L __ Perencanaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Akhir
Tujuan Kode dan Sub Kesk sub kegiatan dagri
050-5889
Kepmendagri 050-5889
Tahun 2021 Tahun 2022 023 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
i 3 4 5 6 7 8 - 10 1 12 13 14 15 16
Pengawasan dan Jummilah Laporan Hasll
pengendalian Pengawasan dan 1 1
5.02.03.2. 1 1 1 1
pengelolaan Pengendalian Laporan Dokume | Dokume
01.09 Barang Millk Pengelolaan Barang i = Laporan | 100.000.000 Laporan | 176948851 Laporan | 210.947.995 Laporan | 487.896.B46
Daerah Milik Daerah
Optimaliasi Jumlah Dokumen Hasil
Penggunaan, Optimalisasi
pemanfaatan, Penggunaan, 3
5.02.03.2. pemindahtangan, Pemanfaatan, Dokume Dok Du’: D : : 3 3
01.10 pemusnahandan | Pemindahtanganan, n e V. | VORUME. | ey Dakume: | ¢19.370.979 Dokume | +38,317.984 Dokume: | ) 693.953.963
Penghapusan Pemusnahan, dan " I N = m "
barang Millk Penghapusan Barang
Daerah Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam | Jumiah Laporan Hasil
rangka Rekonsiliasi dalam 1 1
5.02.03.2, 2 2 2 2
pEMYUsSUNan rangka Penyusunan Laporan | Dokume | Dokume
01.1
1 laporan barang Laporan Barang Milik = 2 Laporan | 100.000.000 Laporan | 221.1B6.064 Laporan | 263.584.994 Laporan | 584.871.058
milik daerah Dasrah
Penyusunan Jumilah Laporan Barang 1 1
5.02.03.2, 1 1 1 1
Laporan Barang Milik Daerah yang Laporan Dokume | Dokume
01.12 milik daerah Disusun B A Laporan | 75.000.000 Laporan | 132.711.638 Laporan | 158,210,996 Laporan | 365922634
Pembinaan Jumlah Orang yang
Pengelolaan Mengikuti Pembinaan i i
5.02,03.2, Barang Milik Pengelolaan Barang 55 55 55 55
O Doku
01.13 Daerzh Milik Daerah "e o2 D““:”"" Orang | 296.840.000 Orang | 353.897.702 Orang | 421.895.991 Orang | 1.072.633.693
pemerintah Pemerintah
kabupaten/kota Kabupaten/Kota
JUMLAH
606.751.760.505 667.426.936.556 734.169.630.211 2.008.348.327.272
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BAB VIi
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tujuan BKAD yang tertuang dalam RPD yaitu “Terwujudnya Tata Kelola
Pemenntahan Yang Inovatif Dan Kolaboratif’ dengan sasaran ‘Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan Daerah”. Berdasarkan
tujuan dan sasaran dalam RPD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator
kinerja sasaran RPD untuk BKAD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun
2024-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
e | e B Kondisi |
l:(?r?;ljsal Target Capaian Kinerja Kinerja
No | Indikator pada awal p:ﬁ_a
periode e
RPD 2024 2025 2026 periode
. RPD
Nilai SAKIP
1] | BhpRolen A (80) A (82) A (82) A (86) A (86)
Nilai LPPD
2 Kabupaten 3,65 3,76 3,78 3,80 3,80
Opini BPK
Terhadap
3 Laporan WTP WTP WTP WTP WTP
. Keuangan
Zona A
. Integritas
| 4 Perangkat 90 91 93 95 a5
Daerah ! [

Pada dasarnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah OPD

penunjang yang mendukung bagi tercapainya indikator kinerja Kabupaten
Sumedang yaitu Nilai SAKIP Kabupaten dan Nilai LPPD Kabupaten. Namun
Badan Keuangan dan Aset Daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian
indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri, yaitu Opini BPK
Terhadap Laporan Keuangan dan Zona Integritas Perangkat Daerah.

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya
indikator-indikator tersebut diatas akan terus diupayakan penerapannya melalui
pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan.

Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan

dan aset daerah yang memiliki

%
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mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, aset dan perencanaan
yang terintegrasi dan penataan kembali tata kelola pengelolaan asset
daerah.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), ada beberapa kunci yang harus dilaksanakan yaitu, Komitmen,
Konsisten, Aksi yang jelas serta Monitoring dan Evaluasi yang
berkelanjutan. Semua pihak mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD
sampai para pelaksana harus berkomitmen untuk mewujudkan hal
tersebut.
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BAB Vil
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun
pedoman atau acuan kerja yang dinamakan dengan Rencana Strategis (Renstra).
Rencana Strategis (Rensfra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumedang untuk periode tahun 2024 s.d 2026, di dalamnya berkaitan dengan issu
strategis dan operasional. Renstra diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya
pemerintahan yang baik (Good Governance). Selanjutnya, Renstra akan dijadikan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan
pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara
bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang
di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan
atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Renstra diharapkan dapat membantu dalam penentuan arah dan masa depan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu
mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan
untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan
yang baik ternadap masyarakat.

Sumedang, 28 Mei 2023

/Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
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Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun
pedoman atau acuan kerja yang dinamakan dengan Rencana Strategis (Renstra).
Rencana Strategis (Rensfra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumedang untuk periode tahun 2024 s.d 2026, di dalamnya berkaitan dengan issu
strategis dan operasional. Renstra diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya
pemerintahan yang baik (Good Govemance). Selanjutnya, Renstra akan dijadikan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan
pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara
bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang
di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan
atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Renstra diharapkan dapat membantu dalam penentuan arah dan masa depan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu
mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan
untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan
yang baik ternadap masyarakat.
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